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ABSTRAK

Judul Skripsi - Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Bagi Terpidana Pengguna
Narkotika di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang

Nama : Icha Rosalita

Nim : 02091001033

Narkotika telah menjadi kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crimes) yang
terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa.
Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan
konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam
memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Salah satu tindak pidana narkotika
adalah penyalahgunaan narkotika. Dalam penyalahgunaan narkotika, undang-undang
narkotika memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. rehabilitasi itu sendiri ada
dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkotika
untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan mental, fisik, dan sosial
penderita yang bersangkutan. Untuk melihat tindakan rehabilitasi yang diberikan
kepada penyalahguna narkotika, maka penulis melalui wawancara dan pengamatan di
tempat rehabilitasi tersebut melihat bagaimana cara pemberian rehabilitasi tersebut.

Rawat jalan itu mempunyai 2 layanan, yaitu layanan tradisional merupakan
pemeriksaan tahap awal yaitu dokter hanya melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik
dan kemudian pengobatan farmakoterapi sesuai dengan diagnosis kerja dan layanan
rumutan merupakan jangka panjang untuk pengguna heroin atau putaw.

Rawat inap, hanya diperuntukkan bagi psien yang kondisi fisik maupun
psikologisnya sulit untuk dijalani dengan rawat jalan. Rawat inap menggunakan
metode detoksifikasi. Detoksifikasi adalah semua macam obat yang dipakai untuk
menyembuhkan korban penyalahguna narkotika.

Kata kunci : Rehabilitasi, Narkotika, Pengguna
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A. Latar Belakang

Permasalahan yang timbul di masyarakat dan menjadi marak di kalangan
masyarakat yaitu permasalahan narkotika atau penyalahgunaan narkotika. Narkotika
telah menjadi kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crimes) yang terus mengancam
dan telah merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa.'! Penyalahgunaan
narkotika pada saat ini tidak lagi menjadi hal yang asing, setiap orang dapat melihat
dari maraknya pemberitaan di media baik melalui media TV, baik pemerintah
maupun swasta, surat kabar dan majalah-majalah, dimana para pemakai ataupun
pengedar, bukan sekedar rakyat biasa, kalangan menengah ke atas dan juga aparat
pun ikut menggunakan bahkan mengedarkan narkoba tersebut.

Di Indonesia tindak pidana narkotika telah tersebar di seluruh wilayah,
khususnya di kota-kota besar. Hal ini terjadi pada berbagai strata masyarakat, di
Jakarta dapat dikatakan tidak ada daerah (Kelurahan bahkan RT/RW) yang bebas

narkotika. Angka kejadian atau jumlah kasus meningkat secara cepat dalam deret

ukur.?

' Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan

Narkqtika Nasional, Panduan Budidaya Yang Baik Tanaman Jabon Dan Kunyit (Good Agricultural
Practice), Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012, Him. |

. 2 Direl.uorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan
Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Dan Pedoman Kerja Bidang Pemberdayaan Alternatif
Masyarakat Perkotaan, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 20 12, Him. 1



Dari data pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh BNN tahun 2003-
2009, dari sebanyak 57.919 kasus narkotika 75,1% (43.520 kasus) diantaranya adalah
kasus penyalahgunaan (mulai dari kultivasi hingga konsumsi) dan peredaran gelap
ganja dari 83.342 tersangka kasus narkotika, 78,5% (65.385 orang) diantaranya
adalah penyalahguna dan peredaran gelap ganja dan sebanyak 455 kasus adalah
kultivasi atau rata-rata 65 kasus per tahun.’

Jika pada tahun 2004 prevalensi penyalahguna narkoba sebesar 1,5 %, dan
pada tahun 2008 menjadi 1,99 % atau sekitar 3,2 — 3,6 juta jiwa, yang terdiri dari 26
% coba pakai, 27% teratur pakai, 47% pecandu (survei nasional BNN dan Puslitkes
UL, 2008). Pada tahun 2011 prevalensi pengguna narkoba naik menjadi 2,21% atau
42 juta jiwa dan jika tidak diupayakan dengan serius untuk mencegah dan
memberantasnya, prevalensi pengguna narkoba pada tahun-tahun mendatang akan
bertambah banyak jumlah pengguna narkoba. Sebagian besar penyalahguna narkoba
adalah generasi muda yang merupakan modal dan asset bangsa dimasa depan. Pada
tahun 2010, diperkirakan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan
narkoba mencapai Rp. 41,2 Triliun.*

Pengguna narkotika pada tahun 2012, diperkirakan angka telah mencapai 2,8

persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk, Jumlah pengguna narkotika tersebut

P
Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan

Narkotika Nasional, Panduan Budidaya Yang Baik Ta Jab ] i
Proctice) BTt ay g naman Jabon Dan Kunyit (Good Agricultural

A
Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan

Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Dan Pedoman Keria B id
2 R P ’ j
Masyarakat Perkotaan, Op. Cit., Him. 1 pE et pam Allecmalf




tidak hanya dikalangan dewasa saja, tetapi juga kalangan remaja (pelajar dan
mahasiswa) serta anak-anak >

Data dari Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan, kasus narkotika
pada Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2012 berjumlah 1284 kasus, sebanyak 989
kasus diantaranya merupakan pengguna narkotika. Pada kota Palembang khususnya,
jumlah kasus narkotika berjumlah 529 kasus dan sebanyak 406 kasus adalah
pengguna narkotika.®

Menanggapi pecandu atau pengguna narkotika yang jumlahnya cukup banyak
dan meningkat setiap tahunnya, sudah tentu akan semakin menambah berat beban
kerja aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum Supply dan hukum
Demand. Semakin besar demand, maka akan meningkatkan usaha-usaha supply
narkotika dan pecandu narkotika itu sendiri.”

Undang-undang pidana yang baik yang sejalan dengan tuntutan
perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan
prevensi umum. Demikianlah halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika.
Secara yuridis, khususnya hukum pidana, pemerintah didukung oleh kalangan ahli
dan praktisi menyadari pentingnya undang-undang yang mengatur tentang narkotika.

Persepsi kalangan mengenai relevan dan urgen hadirmya undang-undang nasional

* Pengguna Narkoba 5.8 Juta Tahun 2012,

http://nasional.kompas.com/read/2012/10/3 1/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta. Tahun.201 2,

diakses pada tanggal 12 April 2013, pukul 10.15 WIB

Diolah dari data Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan, tertanggal 20 Maret 2013

7
Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman K B :
Widya, 2004, Him. 32 e g Y




yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya Undang-Undang Tentang
Narkotika.®

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya menanggulangi, mencegah
dan memberantas penyalahgunaan narkotika,” dan peredaran gelap narkotika yang
sangat membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,
dilakukan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR
RI) pada Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan
Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan
Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun
2002 merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia bersama DPR, untuk
merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1997.'° Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencabut
dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997."!

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia

Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Proaksi

8 Moh, Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Ghalia
Indonesia, 2005, Him. 14-15

Qiigy v
lolbld, Him. 15
Ke_dudukan Hukum Pengguna Narkotika Dalam UU RI No. 35 Thn 2009,
http://»wa.slldeshare.netladcblonde/kedudukan-hukum-penoguna-narkotika-daiam-uu-ri-no—3S-thn-
2009 diakses tanggal 23 April 2013, pukul 13.20 WIB
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Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi . Jakarta: it Si
Grafika, 2011, Him. 126 & ity - kerierbitiSiar
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tersebut disimbolir oleh penerbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengesahan (Retifikasi) United Nations Convetion Againts lllicit Trafic In Narcotic
Drugs And Psychotropic Subtances, 1988 (Konvensi Perserkatan Bangsa-Bangsa
tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika 1988) serta
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal
Narkotika 1961 beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya.'2

Narkotika artinya zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan
tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan
atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hilangnya
rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Sintetis adalah bahan yang diperoleh melalui proses kimia bahan baku,
menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk
penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif).
Contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.'*

Semi Sintetis adalah zat yang diproses secara isolasi, ekstraksi disebut
alkaloid opium. Contoh: Kodein, Heroin dan Morfin.'?

Pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika terdiri dari “pengedar” dan “pengguna/pemakai”. Pengedar

:: Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011, Him. 90
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Barkt_)lika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143
Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna, Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa

Tinjauan Kesehatan Dan Hukum, Y ogjakarta: Nuha Medika, 2013, HIm.5
15 50 - ’ )
Ibid, Him. 5



narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menyalurkan atau
menyerahkan narkotika, baik untuk di perdagangkan, bukan perdagangkan maupun
pindah kepemilikan, untuk kepentingan pada pelayanan kesehatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.'® Peredaran narkotika di dalam negeri hampir
meliputi seluruh kota-kota besar sampai sejumlah desa-desa, dan sebagai tempat
transaksinya biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel,
apartemen, dan tempat kumpul remaja, seperti: mall, pusat perbelanjaan dan lain-
lain.'” Sedangkan pengguna/pemakai adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan narkotika dan dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, baik
secara psikis maupun fisik.'®

Penggunaan narkotika menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang
menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, dimana
pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit pada pengguna,
rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi seperti inilah
yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin
menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang

menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan

16
Pasal 35 Peraturan Republik Indonesia Undang-Undan
. g Nomor 35 Tahun 2009 Tentan
Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 ®
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narkotika tidak sesuai dengan aturannya karena akan menyebabkan ketergantungan
obat/adiksi (ketagihan)."

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/prodik sehingga
penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap
dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika
pada mulanya masih dalam ukuran atau dosis yang normal. Lama-lama penggunaan
obat menjadi kebiasaan, setelah terbiasa menggunakan narkotika, kemudian agar
dapat menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi).
Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup
tanpa menggunakan narkotika.”’

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu perbuatan
yang diatur oleh hukum. Walaupun penyalahgunaan / pecandu narkotika tidak
dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan penyalahgunakan narkotika
diklasifikasikan dalam Undang-Undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menegakkan kembali hukum
yang telah dilanggar, dengan memberikan sanksi pidana dengan tujuan memberikan
efek jera bagi pelakunya.

Ada 3 pandangan tentang sanksi pidana yang sangat populer dan selalu

dikemukakan oleh kalangan ahli ilmu sosial / kriminologi antara lain: Ahli psikiatri

19
Makalah Narkoba, http://tofikonline.net/makalah- i i
2013, pokul 15 45 i ine.net/makalah-narkoba.html, Diakses tanggal 5 April
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dan psikologi, ahli pekerjaan sosial yang bekerja di dalam penjara-penjara. Ketiga
pandangan tersebut di atas dewasa ini sering dikenal sebagai.m
1. Pendekatan Pembalasan (Retributive Approach)

Pendekatan Pembalasan (Retributive Approach) adalah suatu pandangan
tentang sanksi pidana yang meneckankan bahwa: “Tujuan pidana adalah
memberikan penderitaan yang sesuai dengan tingkah laku penyelewengan norma
hukum tersebut yang telah merugikan masyarakat”.

Menurut pendekatan ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah akibat mutlak yang harus ada
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut
Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut pendekatan pembalasan
adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the claims of justice).

2. Pendekatan Menakut-Nakuti (Diterent Approach)

Pendekatan menakut-nakuti atau Diterent Approach adalah suatu pandangan
tentang sanksi pidana yang menekankan bahwa:

“Tujuan hukum pidana adalah untuk mengingatkan manusia akan aturan-
aturan yang harus diikutinya dan memberikan ancaman pidana bagi mereka
yang melanggar”.

Dan pandangan ini diharapkan bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat

menggunakan ratio (pikiran) akan dapat memilih antara kepuasan melaksanakan

21 ;
M. Rasyid Ariman, dkk, Mengenal Kriminologi, (P : i iversi
iy, Thlln 3007, Hlar, 78 Jd iminologi, (Palembang: Penerbit Universitas




suatu tingkah laku yang menyeleweng dengan penderitaan yang akan dialami
sendirinya ia ditangkap dan dinyatakan bersalah.
3. Pendekatan Pembinaan (Treatment Approach)

Pendekatan Pembinaan atau Treatment Approach adalah suatu pandangan
tentang sanksi pidana yang menekankan bahwa:

“Pada dasarnya tingkah laku menyeleweng itu lama dengan proses terjadinya
tingkah laku yang tidak menyeleweng. Oleh karena itu masyarakat harus
mengusahakan untuk merubah nilai dan norma pada si pelanggar yang
merupakan dasar dari pada tingkah laku yang ményeleweng tersebut”.

Jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), mengenai jenis-jenis pidana / hukuman, yaitu:
a. Pidana pokok terdiri dari:
1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda.
b. Pidana tambahan terdiri dari:
1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,

3. pengumuman putusan hakim.
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Jenis pidana dalam Undang-Undang Narkotika untuk pengguna narkotika
hanya terdapat pidana penjara dan tindakan pemberian rehabilitasi.
Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun;

c. Dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan
Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalahguna tersebut wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial.

Pemberian Pidana Penjara mempunyai efek yang tidak baik bagi narapidana.
putusan hakim yang berupa hukuman penjara hanyalah mencabut atau mengatasi
terpidana untuk bergerak secara bebas, sedangkan hak yang dimiliki sebagai manusia

(hak-hak asasinya) yang lainnya tidak dicabut, sehingga perlu seharusnya

B Ll
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mendapatkan perhatian. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang perlu

mendapatkan khususnya yang terjadi didalam kehidupan “masyarakat penjara”

seperti:22

1.

Sistem nilai penjara dan sistem sosial yang berlaku di dalam penjara
(prisonisasi). Seringkali berpengaruh buruk bagi bekas terpidana, khususnya
apabila sistem nilai dan sistem sosial tersebut secara mendasar berbeda dengan
yang berlaku di masyarakat luar penjara

Rasa sakit menjadi terpidana, khususnya akan kehilangan kebebasan dan
diputuskannya hubungan dengan keluarga, sanak saudara dan teman — teman.
Dengan menjadi narapidana maka dia akan kehilangan status sebagai “calon
penuh” anggota masyarakat yang “dapat dipercaya”.

Kehilangan yang lain misalnya kehilangan memperoleh barang dan jasa,
kehilangan melakukan hubungan seks (hetero seksual), kehilangan otonomi,
kehilangan rasa aman.

Penyerangan seksual didalam penjara. Hal ini terutama dilakukan terhadap
terpidana yang masih “muda” oleh naraapidana yang lain, khususnya di penjara-
penjara untuk laki-laki. Namun studi yang dilakukan diluar negeri juga terjadi di
penjara-penjara wanita.

Hal-hal tersebut diatas tentunya dapat memperburuk proses permasyarakatan,

disamping hal-hal tadi melampaui keputusan hakim. “Tambahan™ penderitaan yang

22 oW .
L. S. Susanto, Kriminologi, Y ogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2011, Hlm. 112-113
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dialami terpidana bukan saja berlangsung selama dia berada dipenjara, akan tetapi

pengaruhnya dapat terjadi setelah keluar dari penjar&”

Lembaga Pemasyarakatan (Sistem Kepenjaraan di Indonesia) sekarang ini
sudah tidak dapat menampung para narapidana karena terbatasnya tempat dan
kurangnya fasilitas dari Negara, dalam hal ini bagi para narapidana akan merasa
kehidupannya menderita karena kebebasannya terkekang. Jika setiap pelaku
kejahatan diberikan sanksi pidana penjara tanpa mempertimbangkan berat ringannya
kejahatan yang dilakukan maka Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh serta
tidak akan muat menampung narapidana.

Indonesia telah menempatkan diri di kancah dunia internasional sebagai
negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan
berbahaya. Perihal penyalahguna/pecandu narkotika maupun psikotoprika, kedua
undang-undang tersebut telah memuat pasal-pasal yang mengkriminalisasi pecandu
sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum tanpa memperhitungkan sifat
kecanduan yang dimiliki pencandu tersebut. Yang dimaksud dengan kriminalisasi
adalah process in which certain action by public or comunnity groups that can
considered as an act shall be punished atau jelasnya, yang dimaksud dengan
kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah proses di mana suatu
perbuatan tertentu oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai

perbuatan yang dapat dipidana dan proses tersebut kemudian berakhir dengan

» Ibid, Him. 122-123 Tal £~
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terbentuknya peraturan hukum pidana. Perbuatan tersebut tadinya bukanlah
merupakan tindak pidana, tetapi kemudian perbuatan itu menjadi tindak pidana
berdasarkan kehendak masyarakat yang kemudian dituangkan dalam ketentuan

hukum pidana mengenai sanksi terhadap perbuatan tersebut.”*

Perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkotika ternyata tidak juga
dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkotika. Para pecandu yang telah
mengikuti pembinaan di Lembaga Permasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi
tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ketika keluar, ternyata banyak yang tidak
berubah. Bahkan, penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya
penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bukanlah
jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan
penyalahgunaanya. Selama berlakunya UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun
1997, Mahkamah Agung RI telah membuat sebuah kemajuan besar. Mahkamah
Agung RI menyadari bahwa:? Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus
narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika
dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesunagguhnya orang-orang yang menderita
sakit. Oleh karena itu, memenjarakan orang pemakai atau korban penyalahgunaan

narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan

perawatan dan pengobatan.

24 s
Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undan,
: s g-Undang Nomor 35 Tah
2009 lenlzgzr:zg'gla}r{l;olzka, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011, Him. 117 ¢ e
id, Him. 118
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Kondisi lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang tidak mendukung, dampak
negatif keterpengaruhan oleh prilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk
kondisi kejiwaan dan kesehatan yang di derita para narapidana narkotika dan

psikotoprika.

Atas kesadaran akan hal tersebut, maka Mahkamah Agung RI telah
mengingatkan para Hakim di Pengadilan di seluruh Indonesia agar sedapat mungkin
memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat Pasal 41 Undang-Undang No. 5
Tahun 1997 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Dalam Pasal 41
Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 diatur bahwa pengguna psikotoprika yang
menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
psikotroprika, dapat diperhatikan oleh Hakim yang memutuskan perkara tersebut
untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.26

Mengatasi masalah tersebut pemerintah pada tahun 2002 mengeluarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/MENKES/SKA/I11/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Sarana  Pelayanan  Rehabilitasi  Penyalahgunaan  Dan
Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. Dan pada tanggal
31 Maret 2010 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 420/MENKES/SK/I111/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi Dan
Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan NAPZA Berbasis Rumah Sakit. Untuk

merespon masalah ketergantungan narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya

% Ibid, HIm. 119
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(NAPZA) yang semakin marak di indonesia sejak tahun 80-an Kementerian
Kesehatan telah menetapkan kebijakan bahwa 10% kapasitas tempat tidur rumah
sakit jiwa dialokasikan untuk pengguna ketergantungan NAPZA.”

Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi
pencandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan
narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan mental, fisik, dan
sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan atau menyembuhkan,
rehabilitasi juga sebagai perawatan atau pengobatan bagi para pecandu narkotika,
agar para pecandu tersebut dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.?®.

Dalam Ketentuan Umum UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
rehabilitasi dibedakan 2 (dua) macam, yaitu meliputi:*

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu
untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

b. Rehabitasi Sosial

Rehabitasi Sosial ialah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik

secara mental, fisik maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

27 ¢ - .
Lihat di latar belakang Keputusan Menteri Kesehatan Republi i
publik Indonesia Nomor
420/MENKES/SK/111/2010 tentang Pedoman La i ilitasi i
yanan Terapi Dan Rehabilitasi Kompreh
Gangguan NAPZA Berbasis Rumah Sakit prehensif Pada
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Jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan Rehabilitasi
di seluruh Indonesia menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak
3.448 orang, dengan jumlah terbanyak pada kelompok umur 26 — 40 tahun yaitu
sebanyak 2.226 orang. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu
yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi adalah shabu (2.212 orang,
selanjutnya secara berurutan adalah jenis alkohol 2.194 orang), ganja (1.895 orang),
ekstasi, heroin, diazepam, kokain dan lainnya.30

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif
yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana
penyalahgunaan narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para
pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pengobatan dan pembinaan tersebut
diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan
berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.!

Dengan berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka dengan ini penulis
merumuskan judul pembahasan dalam tulisan ini adalah. PELAKSANAAN
PEMBERIAN  REHABILITASI BAGI TERPIDANA PENGGUNA

NARKOTIKA DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PALEMBANG.

30 N
Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberda
) ; : . yaan Masyarakat Badan

Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Dan Pedoman Kerja Bidang Pemberdayaan Alternatif
Ma.syaragflal Perkotaan, Op. Cit., Hlm. 2

Pengertian Rehabilitasi Narkoba, http://www.psychologymania.com/20 i
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http://www.psychologvman

17

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah dalam
rangka untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang
hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapainya sasaran yang
diharapkan.

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya
dengan apa yang senyatanya, antara harapan dengan capaian, antara apa yang
diperlukan dengan apa yang tersedia atau singkatnya antara das sollen dengan
das sein.”?

Perumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini ialah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian rehabiliitasi kepada terpidana pengguna

narkotika di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang?

2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui pada saat pemberian rehabilitasi

dan setelah rehabilitasi?

32
Bambang Sunggono, Metode Penelitian H. : . .
Grafindo Persada, 2003, Him. 105-106 enelitian Hukum, Cetakan kelima, Jakarta: PT. Raja
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Tujuan Penelitian

Yang dimaksud dengan tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan
dengan maksud peneliti melakukan penelitian, yang berhubungan dengan
perumusan masalah dan judul.33

Dilihat dari perumusan masalah diatas, secara khusus maka tujuan
penelitian hukum, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian rehabiliitasi kepada terpidana
pengguna narkotika di Rumah Sakit Emaldi Bahar Palembang.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pemberian

rehabilitasi dan setelah rehabilitasi.

Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka yang
menjadi ruang lingkup di skripsi ini adalah pelaksanaan pemberian rehabiliitasi
kepada terpidana pengguna narkotika di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang
dan hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pemberian rehabilitasi dan

setelah rehabilitasi bagi terpidana pengguna narkotika.
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J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, Him.
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E. Manfaat Penclitian
Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan, baik dibidang hukum pidana pada umumnya maupun
penegakan hukum pada khususnya.
b. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis
sebagai sarana menerapkan ilmu hukum.
2. Manfaat praktis
Agar menjadi pedoman atau menambah informasi bagi praktisi guna
melihat pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi terpidana pengguna
narkotika di Rumah Sakit Emaldi Bahar Palembang dan hambatan-
hambatan yang ditemui pada saat pemberian rehabilitasi dan setelah

rehabilitasi bagi terpidana pengguna narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe/Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Penelitian Hukum Empiris. Istilah lain dari “Penelitian Hukum Empiris”

seperti yang telah disebutkan di atas adalah “Penelitian Hukum Indoktriner”
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atau “Penelitian Lapangan”. Dikatakan penelitian lapangan atau penelitian
empiris karena penelitian ini betitik tolak pada “Data Primer atau Data
Lapangan”. Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat
dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.
Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian
terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap

identifikasi hukum.*

2. Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:
a. Data Primer

Adapun data primer atau dasar dalam penelitian ini sebagai bahan
utama dalam penelitian. Data primer didapat dari pengumpulan data
dengan cara mendatangi langsung tempat obyek penelitian untuk
memperoleh apa yang dikehendaki. Dalam hal ini, dilakukan melalui
wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung baik lisan
maupun tertulis dengan sumber data yang berhubungan dengan objek

penelitian

b. Data Sekunder

34 . . .
Usmawadi, Petunjuk Penulisan limiah Bidang Hukum, (Materi Pendidikan Latihan Ddan

Kemahiran Hukum) Palembang: Penerbit Laboratorium H .
‘s 2 . ukum Fakultas .
Sriwijaya, Tahun 2013, Him. 250. A Hukum  Universitas
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Dalam penelitian ini data sekunder ialah data pokok yang diperoleh

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

a)

b)

2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2002

Tentang Badan Narkotika Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
996/MENKES/SKA/III/2002 Tentang Pedoman Penyelenggara
Sarana  Pelayanan  Rehabilitasi  Penyalahgunaan  Dan

Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif

Lainnya.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

420/MENKES/SK/II/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi

dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan NAPZA

Berbasis Rumah Sakit

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04
Tahun 2010
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h) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03

Tahun 2011

i) Peraturan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah (PP) RI No.
25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu

Narkotika.
2) Bahan hukum sekunder

Yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer. Meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku referensi
hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian

ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah

percakapan dengan maksud mendapatkan informasi mengenai permasalahan

yang ada di dalam skripsi ini.
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Wawancara dilakukan dengan:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Emaldi Bahar Palembang.

b. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel menggunakan Metode Probability Sampling adalah
pengambilan sampel berdasarkan teori kesempatan (probabilitas), yaitu
bahwa semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama

untuk menjadi sampel.*’

Wawancara dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar
kepada Dr. Abdullah Sahab, Sp.kJ dan Edy Radianto, SKM., Msi, ST.
Korina, S.Kep dan Mery Kusyani, A.Mkp. yang merawat pengguna
narkotika, pengguna rawat inap di Bangsal Camar dan jumlah pasien
pengguna rawat inap di Bangsal Camar ada 11. Sampel yang digunakan
adalah 11 orang pengguna tersebut yang merupakan pasien rawat inap
pengguna lama dan pengguna baru, yaitu: Suryadi, M. Febi, Zapran,

Lukman, Deva, Ismail, Antoni, Husin, Marwanto, Adam dan Bagus.

c. Metode Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah untuk memperoleh

informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

35
Burhan Ashshofa, M. iti . . z
2010, Him. 91 a, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
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Ada 3 cara untuk melakukan interview:>¢

1. Melalui percakapan informasi (Interview bebas)
2. Menggunakan pedoman wawancara
3. Menggunakan pedoman buku

4. Analisis Data Penelitian dan penarikan kesimpulan

Dari data yang dikumpulkan yaitu baik data primer maupun data sekunder
dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif,
ialah dengan cara menggambarkan dan menguraikan keadaan tertentu dari
permasalahan yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban
permasalahan yang akan diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara
deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proporsisi
umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan

yang bersifat lebih khusus.

* Ibid.,HIm. 59
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